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ABSTRAK
	Unit Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan bagian integral dari kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana umum di Polresta Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reskrim memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana umum, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, sampai pada penuntutan. Mereka bekerja secara profesional dan berkoordinasi dengan unit-unit lain dalam kepolisian untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mempengaruhi kinerja Unit Reskrim. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam memberikan dukungan kepada Unit Reskrim agar dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana umum di Polresta Palembang

Kata Kunci : Reserse kriminal, Tindak Pidana Umum, Polresta Palembang


ABSTRACT
        The Criminal Investigation Unit (Reskrim) is an integral part of the police in handling general crimes. This research aims to analyze the role of the Criminal Investigation Unit in handling general crimes at the Palembang Police. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and observation. The research results show that the Criminal Investigation Unit has a very important role in handling general criminal acts, starting from investigations, arrests, investigations, to prosecution. They work professionally and coordinate with other units in the police to achieve success in law enforcement. However, there are still several obstacles such as limited human resources and infrastructure that affect the performance of the Criminal Investigation Unit. Therefore, better efforts are needed in providing support to the Criminal Investigation Unit so that it can be more effective in handling general crimes at the Palembang Police.

Keyword : Criminal Investigation, General Crimes, Palembang Police



SNHRP-II : Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, Ke-II, 2019, halaman…


I. 

PENDAHULUAN
	 Negara Republik Indonesia memiliki wilayah dengan kondisi sosial, budaya, dan kultur yang beragam antar daerah, yang mengakibatkan perbedaan jenis tindak pidana atau kejahatan di masing-masing tempat. Kejahatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, belum tentu memiliki cara dan latar belakang yang sama dengan kejahatan di provinsi lain. Masyarakat terus berkembang, dan kejahatan selalu mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk mempelajari kejahatan, termasuk pengetahuan tentang pelaku, alasan mereka melakukan kejahatan, hingga cara mereka melakukannya.
      Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara keamanan dalam negeri. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam pasal 5 ayat dan pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
       Selain itu, fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat untuk memastikan ketertiban dan tegaknya hukum. Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan negara, fungsi kepolisian memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya mencakup aspek represif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek preventif. Tugas-tugas preventif ini sangat terkait dengan fungsi utama hukum administratif dan berada di luar kompetensi pengadilan.
	Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat, Kepolisian, khususnya satuan Reserse Kriminal, harus mewujudkan rasa aman tersebut. Tugas ini menjadi tanggung jawab Polri, khususnya satuan Reserse Kriminal, untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan, memberikan rasa aman bagi setiap warga negara, dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Kepolisian, khususnya satuan Reserse Kriminal, dan telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
 
Tabel 1
Data Tindak Kriminal di Provinsi Sumatera Selatan
Periode Tahun 2020 – 2022

	No
	Kabupaten / Kota
	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)

	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	Ogan Komering Ulu
	246
	211
	282

	2
	Ogan Komering Ilir
	391
	602
	816

	3
	Muara Enim
	385
	249
	362

	4
	Lahat
	265
	356
	449

	5
	Musi Rawas
	216
	217
	378

	6
	Musi Banyuasin
	396
	484
	760

	7
	Banyuasin
	553
	507
	466

	8
	Ogan Komering Ulu Selatan
	50
	152
	177

	9
	Ogan Komering Ulu Timur
	286
	304
	284

	10
	Ogan Ilir
	173
	348
	401

	11
	Empat Lawang
	56
	84
	228

	12
	Pali
	25
	143
	166

	13
	Musi Rawas Utara
	20
	110
	64

	14
	Palembang
	2450
	2833
	3274

	15
	Prabumulih
	296
	277
	391

	17
	Pagar Alam
	103
	181
	207

	18
	Lubuk Linggau
	305
	312
	406

	Total
	6216
	7370
	9111


     Sumber : BPS Sumsel 2023

       Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rata-rata angka kriminalitas di provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir terus meningkat, terutama di Kota Palembang. Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan menempati urutan pertama daerah yang paling banyak tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan.
	Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang.
	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang.
	Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang.
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang sekaligus memberikan kontribusi atau dijadikan bahan masukan informasi bagi pihak yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Analisis
	Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:58), merupakan proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, seperti karangan atau perbuatan, dengan tujuan untuk memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk mencari tahu sebab-musabab dan inti dari peristiwa tersebut. Menurut Tarigan (2008:77), analisis adalah suatu proses membagi-bagi bahan untuk tujuan penyingkapan.
	Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses penyelidikan yang melibatkan memilah, mengurai, dan membedakan suatu peristiwa, baik berupa karangan, perbuatan, maupun lainnya, untuk dikelompokkan dan dicari maknanya guna mengetahui keadaan yang sebenarnya.	Tujuan ianalisis idata iadalah iuntuk imengungkapkan idata iapa iyang imasih iperlu idicari, ihipotesis iapa iyang iperlu idiuji, ipertanyaan iapa iyang iperlu idijawab, imetode iapa iyang iharus idigunakan iuntuk imendapatkan iinformasi ibaru, idan ikesalahan iapa iyang iharus isegera idiperbaiki.

2. Tindak Pidana
	Tindak ipidana idalam ibahasa iBelanda idisebut i"strafbaarfeit," iyang iterdiri idari itiga isuku ikata: i"straf," iyang iberarti ipidana iatau ihukum; i"baar," iyang iberarti idapat iatau iboleh; idan i"feit," iyang iberarti itindak, iperistiwa, ipelanggaran, iatau iperbuatan.
	Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan layak untuk dihukum, dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana.
	Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Satuan Reserse Kriminal
	Polrestabes, singkatan dari Kepolisian Resort Kota Besar, merupakan badan yang menjalankan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di suatu kota di bawah Kapolda. Polrestabes bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah kota tersebut. Kepala Polrestabes, disingkat Kapolrestabes, memimpin Polrestabes dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolda. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres termasuk Satuan Reserse Kriminal di antara struktur organisasinya.	
	Satuan iReserse iKriminal imemiliki itanggung ijawab iuntuk imelakukan ipenyelidikan, ipenyidikan, idan ipengawasan iatas itindak ipidana. iTugas iini imencakup ifungsi iidentifikasi idan ilaboratorium iforensik ilapangan, iserta ipembinaan, ikoordinasi, idan ipengawasan iterhadap iPenyidik iPegawai iNegeri iSipil.

METODE PENELITIAN
[bookmark: _Hlk134039702]	Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini bermaksud menganalisis Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang sekaligus memberikan kontribusi atau dijadikan bahan masukan informasi bagi pihak yang terkait.
	Definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang mau membantu penelitian yang lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Singarimbun dan Effendi, 2011: 46). Adanya definisi operasional dalam penelitian merujuk pada Rasto (2015: 53), yaitu :
1. Perencanaan
a. Perencanaan SDM
b. Perencanaan Keuangan /Dana
c. Tujuan/Sasaran yang ingin dicapai
2. Pengorganisasian
a. Koordinasi dengan pimpinan
b. Koordinasi dengan tim
c. Koordnasi dengan saksi ahli
3. Pelaksanaan
a. persiapan penyidikan, penindakan dan pencegahan, pengolahan barang bukti pemeriksaan
4. Pengawasan
a. Pengawasan eksternal/internal
b. Hasil evaluasi penyidikan di Rektorat Reserse Kriminal Umum Polresta Palembang
Sumber : Terry(2010:9)

	Pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 
	Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan tahapan analisis data model interaktif beberapa langkah sesuai teori Miles,  Huberman dan Saldana (2014: 14)  yaitu : Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perencaaan
a. Perencanaan Sumber Daya Manusia
[bookmark: _Hlk134042446]	Sumber daya manusia atau petugas merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Esensinya, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja di dalam organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks ini, petugas yang dimaksud adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana umum di Kota Palembang merupakan tugas dan tanggung jawab Polrestabes Palembang dalam hal ini adalah Unit Reserse Kriminal. Berkaitan dengan hal tersebut, secara kuantitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi diwilayahnya Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang saat ini didukung oleh 13 orang petugas yang terdiri dari Kanit, Kasubnit I, Kasubnit II, dan 10 orang anggota Unit Reserse. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan juga diketahui bahwa petugas Unit Reserse Kriminal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi petugas ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala baik internal maupun bekerja sama dengan pihak terkait lainnya yang membidangi hukum ataupun terkait tindak kriminal.

b. Perencanaan Keuangan/Dana
	Indikator ini berkaitan dengan ketersediaan dana untuk mendukung peran Unit Reserse Kriminal dalam penanganan tindak pidana umum di Polrestabes Palembang. Keuangan atau dana menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program atau kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan biaya melalui penjadwalan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan waktu pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa dana alokasi untuk program/kegiatan Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kelembagaan Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana anggaran ini juga disesuaikan dengan rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit atau satuan kerja. Jumlah dana yang dialokasikan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, serta harus mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Penggunaan dana alokasi tersebut mencakup program/kegiatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. 
c. Tujuan/Sasaran yang ingin dicapai
	Penetapan tujuan / sasaran yang harus dicapai merupakan hal yang penting dalam rangka pencapaian tujuan, tanpa adanya tujuan yang jelas maka upaya atau usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dan efektif. 
	Tujuan atau sasaran dari Unit Reserse Kriminal dalam penanganan tindak pidana umum di Polrestabes Palembang adalah:
Mengurangi angka kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Palembang, Mencegah terjadinya tindak pidana, Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Palembang, Memberikan respons cepat atau tanggapan yang cepat terhadap laporan dari masyarakat. 
2. Pengorganisasian
a. Koordinasi dengan Pimpinan
	Koordinasi dengan pimpinan / atasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi internal antara petugas / pelaksana kegiatan dengan atasan. Pihak yang terlibat dalam koordinasi ini adalah internal Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal; Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satreskrim; Kepala Urusan Identifikasi Satreskrim; dan Anggota Polisi Tim Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang. 
	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara anggota dengan atasan terkait Pelaksanaan Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang sudah terlaksana cukup baik meskipun belum optimal karena masih ada individu yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
b. Koordinasi dengan Tim
	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa koordinasi tim merupakan koordinasi internal di lingkungan Unit Reserse Kriminal. Berkaitan dengam hal tersebut, ada koordinasi yang baik diantara petugas yang bertugas menangani kasus tindak pidana umum yang terjadi di Kota Palembang. Setiap petugas yang bertugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 
	Koordinasi internal dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana di Polrestabes Palembang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, secara internal pihak yang terlibat dalam koordinasi internal terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana umum ini adalah Kasatreskrim, Penyidik dan Penyidik Pembantu, Petugas di lapangan yang mendatangi TKP, serta petugas internal lainnya yang terlibat dalam penanganan tindak pidana tersebut.
c. Koordinasi dengan Ahli (Kominfo)
	Koordinasi dengan Ahli (Kominfo) adalah koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana umum sangat diperlukan sehingga masalah tindak pidana tersebut dapat ditangani. Dalam penanganan tindak pidana umum di wilayah Palembang, Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya yaitu Kominfo, serta pihak terkait lainnya. 
	Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa untuk mencapai pelaksanaan yang efektif, kerja sama yang baik antara pihak terkait diperlukan. Koordinasi yang lancar antar instansi atau pihak terkait lainnya memungkinkan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana umum di Polrestabes Palembang untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan berkolaborasi secara baik. Koordinasi yang efektif dalam melaksanakan kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan penanganan tindak pidana umum. Selain itu, diketahui bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan
	Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, indikator pelaksanaan dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana umum di Polrestabes Palembang, adapun mekanisme tersebut meliputi : persiapan penyelidikan, penindakan dan pencegahan,  pengolahan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, laporan kemajuan pelaksanaan penyelidikan, pemberkasan, dan penghentian penyidikan. 
	
4. Pengawasan
a. Pengawasan Eksterna/Internal
	Pengawasan eksternal / internal dalam penelitian ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan.	Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) memiliki peran kunci dalam mengurangi dampak bencana melalui sejumlah kinerja dan tindakan yang dilakukannya.
	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intern oleh Kanit dengan memeriksa ataupum terlibat langsung dalam pelaksanaan proses penyidikan dan perlindungan yang dilakukan oleh petugas. 
	Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang secara periodik satu kali seminggu yang mencakup kinerja sumber daya manusia / pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait kegiatan maupun kasus yang ditangani.
	
b. Hasil Evaluasi Penyidikan Tindakan Pidana Umum di Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang
	Indikator ini berkaitan dengan pelaporan terkait hasil pelaksanaan kegiatan seperti yang telah ditetapkan pada tujuan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berupa kriteria tertentu.
	Terkait dengan pelaporan Pelaksanaan Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang, pengawas dapat menyampaikan laporan hasil temuan dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tertulis kepada atasan atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kondisi dilapangan. Setiap pihak yang terlibat harus tahu dan mengerti tentang tugas serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan proses penyelidikan ataupun perlindungan, dan masing-masing pihak juga harus membuat laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pelaksanaan penyelidikan dan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang memerlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat semua kegiatan dilaporkan tertulis kepada atasan secara struktural pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan.

KESIMPULAN  
[bookmark: _Hlk117423111][bookmark: _Hlk111859697]	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Polrestabes Palembang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas pokok Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berkaitan dengan hal tersebut, terkait kasus kekerasan yang terjadi. Unit Reserse Kriminal Polrestabes Palembang berperan aktif dalam pelayanan penyelidikan dan perlindungan saksi dan korban dalam tindak kekerasan.
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